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I. UMUM
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. 

Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha memiliki
peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja.
Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi
koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan
ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat,
penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah
perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang
diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan
berkesinambungan.

Jumlah koperasi di Daerah cukup besar, namun dalam
kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tantangan
pasar modern. Di sisi lain Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi
yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan
dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu
pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian
nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah
untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha perlu terus
didorong dan ditingkatkan. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro diharapkan dapat lebih memperluas
lapangan kerja, meningkatkan pelayanan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum
yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Koperasi dan
Usaha Mikrodi Kabupaten Boyolali.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
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Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas
yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional
yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip keebrsamaan, efisien berkeadilan,



4

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi
nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah
pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan
perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran
rakyat.

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas
yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha
Mikro secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d  

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan”
adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan
efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan
iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf e  

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas
yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui pemberdayaaan Koperasi dan
Usaha yang dilakukan secara berkesinambungan
sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan
mandiri.

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan”
adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan
lingkungan hidup.

Huruf g  

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas
pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan
dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi,
kemampuan dan kemandirian usaha mikro, kecil dan
menengah.

Huruf h  

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan”
adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
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yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan
ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan ekonomi
nasional” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan
kesatuan ekonomi nasional menengah.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1 )

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi
bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah di Daerah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.
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Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “sentra” adalah suatu kawasan
atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah
Koperasi dan/atau Usaha Mikro yang
menggunakan bahan baku atau sarana yang
sama, menghasilkan produk yang sama atau
sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat
pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro. 

Contoh: sentra anyaman bamboo, sentra mebel,
sentra industri kerajinan, sentra usaha lele, dan
sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud “klaster” adalah kelompok atau
gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial
terjadi sinergi diantara mereka dalam proses
saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya
(informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan
pasar).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah
kumpulan yang dibentuk oleh Koperasi dan Usaha
Mikro atas dasar kebutuhan bersama dan berada
dalam satu hamparan atau domisili yang
mempunyai struktur organisasi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.
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Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.
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